Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA MADU SARI
KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DESA MADU SARI
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

STAR MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MADU SARI,

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli
Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
meningkatkan pendapatan masyarakat melalui
berbagai kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat
Perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa
sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi Desa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015,
menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan
Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Desa;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan
Usaha Milik Desa Madu Sari;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MADU SARI
dan
KEPALA DESA MADU SARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA

MILIK DESA STAR MANDIRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Desa adalah Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu
Raya.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa adalah Kepala Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya.

Badan Usaha Milik Desa Madu Sari yang selanjutnya disingkat BUM
Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan,
dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.



Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari
Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam
Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh
Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.

BAB II
PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini didirikan BUM Desa Star Mandiri.

Pasal 3

BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Dusun

Karya Baru.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
(1) Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh

(2)

(1)

(2)

(3)

kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola
oleh Desa.

Pendirian BUM Desa bertujuan:

a. meningkatkan perekonomian Desa;

b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan
Desa;

c. meningkatkan wusaha masyarakat dalam pengelolaan potensi
ekonomi Desa;

d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau
dengan pihak ketiga;

e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung
kebutuhan layanan umum warga;

f. membuka lapangan kerja;

g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan
pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli
Desa.

BAB IV
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 5

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari Organisasi Pemerintahan
Desa.

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

a. Penasehat;

b. Pelaksana Operasional; dan

c. Pengawas.

Struktur kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Pasal 6

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a
dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.

Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam
melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap
penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan

c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan
yang menyangkut persoalan usaha Desa; dan

b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan
kinerja BUM Desa.

Pasal 7

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkewajiban:

a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi
lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan
umum masyarakat Desa;

b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk
meningkatkan pendapatan asli Desa; dan

c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa
lainnya.

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang:

a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa
setiap bulan;

b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM
Desa setiap bulan; dan

c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa
kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-
kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus
sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus
pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang
usaha.

Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan
kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan
tanggungjawab, pembagian peran dari aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 9

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)
(2)

(3)

b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun;

c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap
usaha ekonomi Desa; dan

d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau
sederajat.

Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

a. meninggal dunia;

b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;

c. mengundurkan diri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat
perkembangan kinerja BUM Desa; dan

e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 10

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c
mewakili kepentingan masyarakat.

Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari:
a. Ketua;

b. Wakil Ketua merangkap anggota;

c. Sekretaris merangkap anggota;

d. Anggota.

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban
menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud

pada ayat (2);

b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM
Desa; dan

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana
Operasional.

Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 11

Calon pengelola BUM Desa diajukan dari masing-masing dusun.

Calon pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh
masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Calon pengelola terpilih dalam musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



(1)
(2)

(1)

(2)

BAB V
MODAL DAN JENIS USAHA

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 12

Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
Modal BUM Desa terdiri atas:

a.
b.

penyertaan modal Desa; dan
penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 13

Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
huruf a terdiri atas:

a.

d.

hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan
dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB
Desa;

bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB
Desa;

kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi
kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai
kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB
Desa;

aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau
simpanan masyarakat.

Bagian Kedua
Jenis Usaha

Pasal 14

BUM Desa bergerak dibidang:
a. Penyewaan yang meliputi:
1.

Perlengkapan Pesta.

b. Jasa Pelayanan yang Meliputi:
1.

Pembayaran Listrik;

c. Bisnis keuangan melalui kredit dan pinjaman bagi masyrakat usaha
mikro.

d. Usaha di bidang peternakan, Pertanian dan Perkebunan:
a. Penggemukan Sapi;
b. Pemeliharaan Ayam Potong atau Ayam Kampung;
c. Mengepul hasil Pertanian dan Perkebunan.



Pasal 15

Tarif Jenis Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan
Peraturan Kepala Desa.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

(1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan
BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala
Desa.

(2) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap
kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

(3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap
BUM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang disampaikan
melalui Musyawarah Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Madu Sari.

Ditetapkan di Madu Sari
pada tanggal 2 Januari 2017

KEPALA DESA MADU SARI,
ttd

MUKHTAR

Diundangkan di Madu Sari
Pada tanggal 5 Januari 2017
SEKRETARIS DESA MADU SARI

ttd
AHMAD BUSYIRI

LEMBARAN DESA MADU SARI
TAHUN 2017 NOMOR 05



LAMPIRAN

PERATURAN DESA MADU SARI

NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK

DESA STAR MANDIRI

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA
BADAN USAHA MILIK DESA MADU SARI

DEWAN
PENGAWAS

PELAKSANA
OPERASIONAL

PENASEHAT

Pengurus Bidang
Penyewaan

Pengurus Bidang
Pelayanan

Pengurus Bidang
Kredit usaha mikro

Pengurus Bidang
Peternakan

Catatan: Bidang disesuaikan dengan jenis Usaha Desa.

Diundangkan di Madu Sari
Pada tanggal 5 Januari 2017
SEKRETARIS DESA MADU SARI

ttd

AHMAD BUSYIRI
LEMBARAN DESA MADU SARI
TAHUN 2017 NOMOR 05

KEPALA DESA MADU SARI,

ttd

MUKHTAR



